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Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

Q. bohwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang periu

penatacn kembali terhadap Orgcnisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Sanggau;

bahwa untuk maksud diatas, perlu penetapan kembali Pembentukan
dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau
dalam suatu Peraturan Daerah.

Undong-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor ¢ ) sebagai Undang-Undung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republil: Indonesia Nomor 1820 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian {Lembcran Negcra Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambaharn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3044 ), sebagaimana telah diuban dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
149. Tambahan Lembaian Megara Republik Indonesia Nomeor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Neqgara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 5,
Tambachan Lembarun Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Noraor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara Republik
indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negora
Republik iIndonesia Nomor 4389);

e
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Menetfapkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniahan Daerah
{Lembaga Negarc Republk Indonesic Tahun 2004 Nomor 125,
Tombahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana ielah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 8 Tahun
2005 tentang Penetapon Perafuran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nemeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambchan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );

Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemeriniah Pusat dan Daerah {Lembaran Nagaor
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintal Republik Indonesia Nomor ¢ Tahun 2003 fentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  Pemberhentian
Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negora Republik Indoneésia Nomor
4263);

Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pedoman Satuvan Polisi Pamong Proja {Lembaron Negora
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambohan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4428);

Pergturan Pemerintah Republik indonesiac Nomor 79 Tahun 2005
tentang  Pembincaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambchaon Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tohun 2007 tentang Pembagion

11.

Urusan Pemerintchan antare Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Deerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambohon lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ientang Organisasi
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesic Tahun 2007

Nomor 8% Tombahan tembaran Negara Rapublik mindonesia Nomor
4741,

12, Peraturan Menteri Dalom Negeri Nomor 57 Tc:huh 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerch Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang

Pokok-pokok Pengeiolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN
BUPATI SANGGAY

MEMUTUSKAN
PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  SANGGAU  TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN SANGGAU. :
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datlam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.
c.

2

Daerah adalah Kabupaten Sanggaou.

Kepola Daerah adalah Bupati Sanggow;

Pemerintahan Daerah adaloh penyelenggaraan urusan pemerintakan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupali atou Wadlikota dan Perangkat Daerah
sebagai penyelenggara pemerintahon daerch;

Perangkat Daerah adalah unsur membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdin dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;

Desentralisasi adolah peverahan wewenong pemernintahan oleh Pemerintah kepada
Daeran Otonom wuntuk mengaotur dan mengurus urusan pemerintahan daolom  sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia; '

Tugas Pembontuan adaloh penugosan dari Pemerintah kepada Doerah dan/atau Desa
dan dar Pemerintah Propinsi  kepada Kahupaten/Kota dan/alou Desa  serto dari
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa uniuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewdjiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah;

- Unsur Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut

Inspektorat Kabupaten;
Rumah Sckit Daerah adalah Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehalan perorangan secara parpuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat

jclan, dan gawat darurat yang dikategorikan kedalam rumah sakit umum daerah dan
rumoh sakit khusus daeraly;

Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan;

Eselon adalah tingkatan dalam Jobatan Struktural;

Kelompok Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
iawab dan hok sesecrang Pegawai Negen Sipil dalam satuan-sgtuan organisasi yang

dalam peloksanaan tugashya didasarkan pada keahlion dan atau keterampitan tertentu
serta bersifat mandir;

BAB it
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lernbaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

P TQ 00000

Inspektorat Kabupatery:
Badaon Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Kepegawaian Daerah;
Badan Pemberdayaan Masyarakat don Pemerintahan Desa;
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Permadam Kebakarar;
Badan Pemberdayaon Perempuan, Keluarga Berencana dan Peflindungan Anak;
Kanior Kesatuan Bangsa, Politik dan Perindungan Masyarakai;
Kanior Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;

~Kantor Ketahanan Pangan,
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
Rumah Sakit Umum Daerah,

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah seboagaimana dimaksud pado Pasal 2 Peraturan daerah ini, dapat
berbentuk (nspekicrat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
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BAB Il
SUSUNAN ORGANISAS]

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat, terdin dari ;

a. Kepala Inspektorat, membawahi sebanyak-hanyaknya 4 (empat) Inspektur Pembantu
dan 1 (satu} Sekretariot;

. Sekretariatl, membawanhi sebanyak- bcnyaknya 3 {tiga) Sub Bagian;

. Inspekiur Pembantu, membawahi sebanyok-banyaknya 3 (tiga) seksi:

. Sub Bagian;

. Seksi: dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

SO O0T

(2) Susunan Crgonisasi Lembaga teknis Daerch yang berbentuk Badan, terdin dari :

@repapoo

Kepala. membawahi sebanyak-banyak 4 {empat) Bidang dan 1 {saiu) Sekretariat;
Sekretariat, membawaohi sebanyak-banyak 3 (tiga) Sub Bagian:
Bidang. dan masing-masing bidang membawahi sebanyak-banyak 2 {dua) Sub Bidang;
“Sub Bogian;
. Sub Bidang;
Unit Pelaksana Badan: dan
Kelompok Jabatan Fungsional,

(3) Susuncn Organisasi Organisasi Lembaga Teknis yang berbentuk Kantor, terdin dari :

o. Kepala, membawahi sebanyak-banyak 3 (tiga) Seksi dan 1 {satu} Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi; dan
d. Kelompok Jobatan Fungsional,

(4) Susunan Organisasi Lembaga Teknis yang berbentuk Rumah Sakit (kelas CJ, terdiri dani :

{n

(2)

m
(2)

{3)

a0y

a. Direktur, membawahi sebanyak-banyaknya 3 {figa) Bidong dan 1 {satu) Bagian Tata

Usaha:

Bagian Tata Usahq, membawahi sebanyak-banyaknya 3 {tiga) Sub Bagion;

Bidang, dan masing-masing Bidang membawahi sebonyak-banyoknya 2 {dua) Seksi
Sub Bagian

Seksi; dan
Jabatan Fungsional.

Pasal §

Bagian lata Usaha, Inspektur Pembanty, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, Seksi, Unit
Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimaona dimaksuk pada pasal 4

Peraturan Daerah ini, jurmlahnyo ditentukan berdasarkon andiisis jobaton don peraturon
yang beraku.

Strukiur organisasi, tata kerja. rincian fugas pokok dan fungsi dar Inspektorat Kabupaten,

Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah. ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Perfoma
INSPEKTORAT XABUPATEN

Pasal &
Inspekiorat Kabupaten merupokan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerch, yang dipimpin oleh Inspekiur;
inspekiur dalam melaksanakan tugasnya bertonggung jawab iangsung kepada Kepala
Daerah dan secara teknis administrofif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
Inspektorat Kabupaten mempunyai fugas melokukan pengawasan terhadap pelaksanaan

vrusan  pemernichan  di daerah  kabupaten, peloksonaan  pembincan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
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Pasal 7

Dalom melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat {3) Pasal 6 Peraturan Daerah ini,
inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

Q. Pérencanaan program pengowasan;

b. Perumuscn kebijakon dan fasilitasi pengowasan: dan

c. Pemeriksaan, pengusuian, pengujion dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kedua
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 8

(1} Badan Perencanaan Pembangunan Daerch  merupokan Unsur  Perencana
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan;

(2) Kepala Badan dalom melaksonakan tugasnva berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretoris Daerah;

(3) Badan Perencancan Pembangunan Daerah mempunyai iugas melaksanakan penyusunan

dan pelaksanoon kebijokan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah,
penelition dan pengembangan.

Pasal 9

Datam melaksanakan tugosnya sebagaimana dimaoksud ayat {3) Posal 8 Peraturan Daerah ini,
Bodan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

o. Perumusan kebijgkan teknis perencanaon pembangunan daerah, penelitian don
pengembangan;

b. Pengkoordinasicn penyusunan perencanaan pembangunan daerch, peneltian dan
pengembongon;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bideng perencanaan pembangunan daerah,
penelitian dan pengembangan; dan

d. Pelgksanaan tugas loin yang dibertkan oleh Kepczlc: Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Xeliga
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 10

(1] Badan Kepegawaqian Daerah mempakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah, yang
dipimpin oleh Kepala Badan;

{2) Kepala Badan datam melaksanakan fugasnya berada dibawah dan bertanggung jowab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

3} Badan Kepagawagian Doerah mempunyai iugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanagan kebijaokan daerah dibidang kepegawaian daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya seboagaimana dimaksud ayat {3} Pasal 10 Peraturon Daerch
ini, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi -
a.  Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerat:;
b. Pemberian dukungon atas penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dibidang
kepegawaian daerah;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian doerah; dan

c.
d. Pelaksanaan tugos lain yang diberikon oleh Kepala Duerc:h sesuai dengan tuges dan
fungsinya.
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(1}
(2)
(3)

Boglan Keempat

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

r

Pasal 12

. Badan Pemberdoyaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan Unsur Penaukung

tugas Kepalo Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan;

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Badan Pemberdayaan Masycrakat dan  Pemerintahan Desa mempunyai  tugas

melaksanakan penyusunan dan pelcksanoan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerntahan desa

Pasal 13

Daiam meloksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat {3) Pasal 10 Peraturon Daerah
ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi

a.
b.

c.

{1)
(2)

(3)

Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinfahan Desa:

femberan dukungan atas  penyelenggarcon  pemerintahan  dcerah  dibidang
Pemberdoyaan Masyarakat dan Pemerintahan Cesa;

Pembinacn don pelaksanaan fugos di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemeriniahan Desa; dan

Petaksanaan fugos lain yang diberikan coleh Kepala Daerch sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Kelima
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 14

Badan Lingkungan Hidup. Kebershan dan Pemodam Kebokaran merupakan Unsur
Pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan;

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jowab
kepada Kepaia Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Badan Llingkungon Hidup, Kebersihan dan Pemadom Kebakaran mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan daon pelaksanaan kebijokon doerah dibidong fingkungaon
hidup, kebersinan don pemadam kebaokaran -

Pasal 15

Dalam melgksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat [3) Pasal 14 Peraturan Daoerah

ini, Badan lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran menyelenggarckan

fungsi :

Q. Perumusan kebijakan teknis dikidang pengenddlian lingkungan hidup, keberstihan dan
pemadam keboakaran;

b. - Pemberan dukungan “atas penyelenggoraan  pemerintahan  doerah  dibidong
pengendalian ingkungan hidup, kebersihan dan pemadam kebakaran;

c. Pembinaan don pelaksanaan tugas i bidang pengenddlian lingkungan hidup. kebersihan
dan pemaodam kebakaran; dan

d. Pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuail dengan tugas dan
fungsinya.

Bogion Keenam
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 14

(1) Badon Pemberdayoan Perempuan, Keluvarga Berencana dan Perindungan  Anak
merupakan Unsur Pendukung tugos Kepaola Daerch, yang dipimpin oleh Kepala Badan;

(2)

Kepaia Badan colam melaksanakan tugasnya beradoe dibawah dan bertanggung jawab

 kepada Kepala Daerah melciui Sekretaris Daerak;
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{3) Badan Pemberdayagn Perempuan, Keluarga Berencana dan Perdindungan Anak
mempunyai  tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan  kebijokan daerah
dibidang pemberdcyaan perempuan, keluarga berencana dan perindungan anok.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat {3} Pasal 16 Peraturan Daerah

ini. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Petlindungan Anck
menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana
dan petlingungan anak:

b. Pembericn dukungan aias penyelenggoraan  pemerntahan doerah  dibidang
pernberdayaan perempuan, keluargao berencana dan perindungan anak;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidong pemberdayaan perempuan, keluarga
berencang dan periindungan anak; dan

d. Pelaksanaan fugas lain yang diberkan olen Kepala Daerah sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Ketujuh
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasol 18

(1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perindungan Masyarakat merupakan Unsur Pendukung
tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Kantor; '

(2} Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Doerah;

{3) Kantor Kesatuan Bangsa, Politk dan Perindungon Maosyarakat mempunyai  tugas

melcksonakan penyusunan dan pelaksanaan kebijokan daeroh dibidang kesaiuan
bangsa, politik dan pedindungan masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnyq sebagaimana dimaksud ayat {3) Pasal 18 Peraturan Daerah

ini, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perdindungon Masyarckal menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijokan teknis dibidang kesatuan bangsa, politk dan pedindungan
masyarakat; '

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan
bangsa, politik dan perdindungon masyarakat;

c. Pembincan dan peiaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan
masycrakat: dan

d. Pelaksanoan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya. '

P Baglon Kedelapan
KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Pasal 20

{1} Kantor Kearsipan dan Perpustckaan Daerah merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala
Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Kantor;

(2) Kepdia Kantor dalam melaksanakan tugasnya berada dibowaoh dan bertanggung iaweb
kepada Kepdio Daerah melaiut Sekretaris Daerai;

(3) Kantor Kearsipan dan Pempustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan douerah dibidang kearsipan dan perpusiakaan daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya sebagoimana dimaksud ayaf {3) Pasal 20 Perafuron Daerah
ini, Kantor Kearsipan dan Perpustakaon Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kearsipan dan perpustakaan daerah;

b. Pemberian dukungan aias penyelenggaraan pemerintahan daergh dibidang kearsipan
cdan perpustakaan daesrah;
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(1)
(2)
{3)

Pembinaan dan pelaksanaar tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah; dan

Peloksanaan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Dgeroh sesudi dengan tugas dan
fungsinyo.

Bagian Kesembilan
KANTOR KETAHANAN PANGAN
Pasal 22
Kantor Ketahanan Pangon merupokan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah, yang

dipimpin oleh Kepala Kantor;
Kepala Kantor datam melaksanakan tugasnya berada dibowah dan bertanggung iawab

_kepada Kepcla Daerah melcalui Sekretaris Daerah;

Kantor Ketchanan Pangan mempunyai tugas melaksanckan  penyusunan  don
pelaksanaan kebijakon daerah dibidang ketahanan pangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3} Pasal 22 Peraturan Daerah
ini, Kanior Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

3.
b.

C.
d.

(1)
{2)

(3)

Perumusan kebiakan teknis dibidang ketahanan pongan:

Pemberian dukungan atas nenyelenggaraan pemerintahan daerah dibideng ketahanan
pangan;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; don

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepdla Deerah sesuci dengan lugas dan
fungsinya.

Bagian Kesepuluh
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 24

Kanior Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan merupakan Unsur Pendukung fugas
Kepala Daerch, yang dipimpin oleh Kepala kantor:
Kepala Kantor dolarn melaksanakan tugasnva berada dibawah dan bertanggung jowab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
Kantor Penanamon Modal dan Pelayanon Perizinan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanoman modal dan
pelayanan perizinan terpadu.

Pasol 25

Dalom melaksanakan tugasnya sebbagaimana dirmaksud ayat {3} Pasal 24 Peraturan Daerah
ini, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanaon Perizinan menyelenggarakan iungsi ;

a.
b.

C.

()
(2)

Perumusan kebijakan teknis dibidarg penanaman modal dan pelayanan penzinan;

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemeriniahan daerch dibidang penanaman
modal dan peigyanan perizinan;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal don pelayanon
perizinan; dan

Pelaksanaon tugas lain yoang diberikan cleh Kepala Daerah sesual dengan fugas dan
fungsinya.

Baglan Kesebelas
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Pasal 26 |
Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah, yang

dipimpin oleh Direkiur;

Direktur dalam meloksanakan tugasnya berada dibowah dor bertanggung jowab
kepada Kepala Daerch melalsi Sekretaris Daeraly;
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- {3) Direktur Rumoh 3akit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusuncn dan
pelaksanaan kebijokan daerah dibidang pelayanan kesehatan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Fasal 26 Peraturan Daerah
ini, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
a.  Perumusan kebijokan teknis dibidang pelayanan kesehatan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayonon
kesehatan:

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang playanan kesehatan; dan

c
d. Pelcksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepola Doerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

f

BAR V
. UNIT PELAKASANA TEKNIS

Pasal 28

L3

Pada Lemboga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Badan, uniuk melaksanakan tugas-tugas feknis operasional Badan, dibidangnya yang
mempunvyai wilayah keria meliputi satu atua beberapa kecamatan;

Pasal 29

Urnit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 Peraturan Daerah inj,

dipimpin oleh Kepdaia yong berada dibowah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
dan secara oeperasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Badan dibentuk atas usul Kepala Badan sesuai dengan kebutuhan dan
kewenangan serta berdasarkan Peraturaon Perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vi
KELOMPOKX JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 31

Pada Lembaoga Teknis Daerah dapai ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan
kebutuhan don ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaky;

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimang pada Pasal 31 Peraturan Daergh ini, mempunyci
tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidong keabliannya masing-masing sesual dengan
kebutuhan,

Pasal 33

{1} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 31 Peraturan Doerah ini
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berado dibawah dan bertanggung
jaowab kepada Kepaola Dinas Lembaga Teknis Daerah:;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat

_dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beben kerja dan
keahliannya;

(3} Pembinaon terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuadi dengon  peraturan
perundang-undangan yang beriaku,
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

Peraturan peicksanaan dar Peraturan Doerah ini yang bersifat teknis administratif diatur
"k&8rnudian dengan Peraturan Kepala Daeran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasol 39
{1} Dengan berakunya Peraturan Daerah ini, maka Perafuran Daerah Kabupaten Sanggau
Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembenivkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau
serta Peraturon Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan

don Susunan Crganisasi dan Tato Kerja Kanter Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kebupaten
Sanggau dinyatakan tidak beraku lagi.

(z) Lembaga Teknis Boerah yang ferbentuk harus sudah efekiif melaksanakan tugas dan
fungsinya paling lambat 1 {saty} tahun setelch berlakynya Peraturgn Daergh ini.

BAB Xl
PENUTUP
Pcsal 40
Peraturan Daerah inl mulai beraku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penguridcmgc:n Peraturan Daerch
ini dengan penempatannya dolam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di  : Sanggou
Pada tanggal  : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGALU,

Td -
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undongkan di : Sanggau
Pada Tanggal 1 28 Januari 2008

- SEKRETARIS DAERAH KABURATEN SANGGALU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 21
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dar Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administratif diatur
kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X!
KEVYENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

(1)  Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, moka Peraturan Dcerah Kaubupaten Sanggau
Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau
serta Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sanggou dinyatakan tidak beraku lagi.

(2) Lembaoga Teknis Daerah yang terbentuk harus sudah efekiif melaksanakan tugas dan
fungsinya paling lambat 1 {satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB Xl
PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalecm Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di  : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Uncangkan di : sanggau
Pada Tanggal : 28 Jonuari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAWL.
Ttd
£ ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
~ TAHUN 2008 NOMOR 21

Untuk salinan yang sqih sesuai cengan aslinya

Drs. F. ANDENG SUSENO., M.Si
PembinadUtama Muda
NIP. 010091997
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